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MOTO
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answer is always no. Also if you don’t step forward, you re always in the same
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Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur terkait dengan perpindahan
harta warisan dari seorang yang sudah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya.
Perpindahan harta warisan tersebut hanya dapat terjadi apabila pewaris telah
meninggal dunia. Hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat plural, dimana
terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Hukum kewarisan Barat
yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)
yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa, hukum kewarisan adat yang
bersumber dari hukum kebiasaan masyarakat adat yang berlaku bagi masyarakat
adat yang bersangkutam, dan hukum kewarisan Islam yang sumber utamanya
berasal dari Al-Qur’an dan Hadist yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang
beragama Islam. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka
dinilai perlu adanya hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hukum
kewarisan Islam guna adanya keseragaman hukum kewarisan Islam di Indonesia,
oleh karenanya dibentuklah Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, dimana hukum kewarisan Islam terdapat dalam Buku 11
Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum kewarisan Islam dikenal istilah asas Ijbari
yang berarti paksaan, dengan adanya asas Ijbari ini maka dengan sedirinya harta
yang dimiliki pewaris berpindah kepada ahli waris tanpa menghiraukan persetujuan
dari para ahli warisnya. Namun pada kenyataannya banyak ahli waris yang enggan
untuk menerima harta warisan atau melakukan pengunduran diri sebagai ahli waris,
hal tersebut dinilai bertentangan dengan asas ljbari yang memili arti paksaan.

Tujuan dari adanya penelitian dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui konsep
penolakan ahli waris terhadap harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
dan mengetahui akibat hukum terhadap ahli waris yang menolak harta warisan
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui kajian kepustakaan
dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalaui studi kepustakaan
(Library Researh) berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini
merupakan penelitian terhadap sistematika hukum dengan sifat penelitian
preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach).



Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa:

1.

Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya penolakan ahli
waris terhadap harta warisan, tetapi hukum kewarisan Islam mengenal adanya
takharuj yaitu pengunduran diri salah seorang ahli waris terhadap harta warisan
melalui jalan musyawarah yang didasarkan atas keikhlasan dan keridhaan
tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain dan adanya kesepakatan para ahli
waris lainnya. Terkait dengan pengunduran diri ahli waris atas harta warisan
atau takharuj sendiri sebenarnya masih terdapat beberapa pihak yang tidak
setuju dengan adanya takharuj, dengan beberapa alasan. Pertama, dilihat dari
dasar hukumnya perbuatan takharuj tersebut hanya berasal dari atsar sahabat
yang hanya terjadi sebanyak satu kali, sehingga dasar hukumnya dinilai lemah.
Kedua, takharuj dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam
yakni asas ljbari, sebagaimana diketahui bahwa asas ljbari berarti peralihan
harta warisan terjadi secara otomatis tanpa adanya persetujuan ahli waris,
namun dalam takharuj, terdapat pilihan ahli waris apakah ingin menerima atau
tidak menerima harta warisan tersebut. Ketiga, para ahli waris yang menerima
harta warisan melalui takharuj mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. Di Indonesia sendiri,
pembagian harta warisan melalui takharuj ini diperbolehkan, hal tersebut
dikarenakan beberapa alasan. Pertama, pembagian melalui takharuj ini dinilai
sangat terpuji karena terdapat nilai keadilan dan kemaslahatan, dimana ahli
waris yang megundurkan diri memberikan harta warisan bagiannya kepada ahli
waris yang dirasa kurang mampu secara ekonomi. Kedua, pembagian secara
takharuj sudah banyak berkembang dan diterapkan dalam masyarakat. Oleh
karenanya, pembagian harta warisan melalui takharuj diperbolehkan selama
masing-masing ahli waris mengetahui terlebih dahulu masing-masing
bagiannya, kemudian adanya keridhaan dari ahli waris yang mengundurkan
diri dan adanya kesepakatan para ahli waris lainnya serta bertujuan untuk
kemaslahatan dan memberi keadilan para ahli waris. Kompilasi Hukum Islam
sebagai hukum positif terkait hukum kewarisan di Indonesia tidak menjelaskan
terkait dengan takharuj dan hanya menjelaskan terkait dengan pembagian harta
warisan secara damai, sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi
Hukum Islam. Kendati tidak adanya penjelasan terkait takharuj dalam
Kompilasi Hukum Islam, tetapi pengaturan terkait pembagian harta warisan
secara damai yang terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dinilai
sesuai dengan pembagian harta warisan dengan cara takharuj.

Ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris terhadap harta warisan
atau biasa disebut dengan takharuj paling tidak menyatakan bahwa ia telah
mengundurkan diri sebagai ahli waris secara lisan dihadapan seluruh ahli waris
yang ada atau dihadapan salah satu ahli waris. Namun agar kesepakatan
tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga tidak ada sengketa dikemudian
hari maka hendaknya didaftarkan ke kantor notaris atau mengajukan
permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama. Dengan begitu,
pembagian harta warisan dengan cara takharuj memiliki kekuatan hukum yang
mengikat, maka terdapat akibat hukum terhadap ahli waris yang
mengundurkan diri sebagai ahli waris. Pertama, ahli waris yang mengundurkan



diri sebagai ahli waris tetap dianggap sebagai ahli waris, hal tersebut
dikarenakan sebelum dilakukan pembagian harta warisan melalui takharuj,
masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya terlebih dahulu setelah
itu barulah para ahli waris bersepakat terkait dengan besaran bagian
masing-masing apabila terdapat salah satu ahli waris yang mengundurkan diri
sebagai ahli waris. Kedua, ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli
waris tidak mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang diatur dalam
hukum kewarisan Islam karena harta warisan yang merupakan bagiannya
diberikan kepada ahli waris lainnya yang dirasa kurang mampu secara
ekonomi, tetapi ia bisa mendapatkan imbalan dari para ahli waris yang lain
sesuai dengan apa yang telah disepakati.
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ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang sumber utamanya berasal dari
Al-Qur’an dan Hadist, dimana wajib hukumnya (fardhu ain) untuk menerapkan
hukum kewarisan Islam dalam melakukan pembagian warisan. Hukum kewarisan
Islam mengenal asas Ijbari yang berarti paksaan, dimana harta peninggalan beralih
dengan sendirinya kepada ahli waris tanpa perlu persetujuan para ahli waris. Namun
kenyataannya banyak ahli waris yang tidak mengikuti ketentuan hukum kewarisan
Islam, dimana masih terdapat ahli waris yang menolak untuk menerima harta
warisan atau melakukan pengunduran diri sebagai ahli waris dan menyelesaikan
melalui musyawarah (takharuj), dimana hal tersebut oleh beberapa ulama dinilai
bertentangan prinsip hukum kewarisan Islam yaitu asas ljbari yang memiliki arti
paksaan.

Hasil penelitian yang diteliti menunjukkan bahwa Pertama, dalam hukum
kewarisan Islam tidak dikenal istilah penolakan ahli waris terhadap harta warisan
tetapi dalam hukum kewarisan Islam dikenal istilah takharuj atau pengunduran diri
ahli waris terhadap harta warisan melalui musyawarah dimana sebelumnya para
ahli waris telah mengetahui terlebih dahulu bagiannya masing-masing, pembagian
dengan cara takharuj ini harus didasarkan atas keikhlasan dan keridhaan oleh ahli
waris yang mengundurkan diri terhadap harta warisan serta didasarkan atas
kesepakatan antar ahli waris. Kedua, ahli waris yang mengundurkan diri terhadap
harta warisan tetap dianggap sebagai ahli waris, hanya saja ia tidak mendapatkan
harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dan hanya menerima
imbalan yang diberi oleh ahli waris lainnya sesuai dengan musyawarah yang telah
disepakati bersama.

Kata Kunci (keyword): Asas ljbari, Kewarisan, Takharuj
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